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1. Tentang Badan Perfilman Indonesia

2. Masalah Perfilman Indonesia Dulu dan Sekarang

3. Kondisi Perfilman Indonesia Saat Ini

4. Kebangkitan Perfilman Nasional

5. Usulan

OUTLINE
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1. Dibentuk atas amanat Undang-undang No. 33 
Tahun 2009 tentang Perfilman. 


2. Dikukuhkan melalui Keputusan Presiden No. 32 tahun 
2014 tentang Pengukuhan Badan Perfilman Indonesia.
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Badan Perfilman 
Indonesia (BPI)



(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perfilman.


(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan dalam bentuk:


(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan secara perseorangan atau kelompok. 
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PASAL 67

a. apresiasi dan promosi film; 

b. penyelenggaraan pendidikan dan/

atau pelatihan perfilman; 

c. pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi perfilman; 

d. pengarsipan film; 

e. kineklub; 

f. museum perfilman; 

g. memberikan penghargaan; 

h. penelitian dan pengembangan; 

i. memberikan masukan perfilman; dan/atau 

j. mempromosikan Indonesia sebagai lokasi 

pembuatan film luar negeri. 
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PASAL 68

(1) Untuk meningkatkan peran serta masyarakat 
dalam perfilman sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 67 ayat (2) huruf a, huruf g, huruf h, huruf i, 
dan huruf j dibentuk badan perfilman Indonesia. 


(2) Pembentukan badan perfilman Indonesia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh masyarakat dan dapat difasilitasi oleh 
Pemerintah.


(3) Badan perfilman Indonesia merupakan lembaga 
swasta dan bersifat mandiri. 


(4) Badan perfilman Indonesia berkedudukan di ibu 
kota negara Republik Indonesia. 


(5) Badan perfilman Indonesia dikukuhkan oleh 
Presiden. 



Badan perfilman Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 68 bertugas untuk: 
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PASAL 69 a. menyelenggarakan festival film di 
dalam negeri; 


b. mengikuti festival film di luar negeri; 

c. menyelenggarakan pekan film di luar 

negeri; 

d. mempromosikan Indonesia sebagai 

lokasi pembuatan film asing;

e. memberikan masukan untuk 
kemajuan perfilman; 


f. melakukan penelitian dan 
pengembangan perfilman;


g. memberikan penghargaan; dan 

h. memfasilitasi pendanaan pembuatan 

film tertentu yang bermutu tinggi. 
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Profesi Kegiatan
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(3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non- 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-
anggaran pendapatan dan belanja daerah wajib 
diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada 
masyarakat. 
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PASAL 70

(1) Sumber pembiayaan badan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 68 berasal dari:

a. pemangku kepentingan; dan 

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan 
belanja daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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Dewan Etik


Ketua Umum


Sekretaris Umum


Bendahara Umum


Ketua Bidang Organisasi dan Jaringan


Ketua Bidang PSDM dan Stankom


Ketua Bidang Litbang


Ketua Bidang Pengembangan Bisnis dan Pembiayaan


Ketua Bidang Promosi dan Hubungan Luarnegeri


Ketua Bidang Penyelenggara Kegiatan dan Festival


Ketua Bidang Kebijakan dan Advokasi


Kesekretariatan 
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MASALAH

PERFILMAN INDONESIA

DULU DAN SEKARANG
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KONDISI

PERFILMAN INDONESIA


SAAT INI
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Sumber : LSF
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Sumber : filmindonesia.id

http://filmindonesia.id
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Sumber : filmindonesia.id

http://filmindonesia.id
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Industri perfilman memberikan kontribusi 
signifikan kepada negara. Pada 2019, 
sumbangan fi lm terhadap Produk 
Domestik Bruto (PDB) RI mencapai Rp 15 
triliun.


>
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KEBANGKITAN

PERFILMAN

NASIONAL
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USULAN
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Perubahan:

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1951 tentang Penyerahan 

Urusan Penilikan Pilem Kepada Kementerian Pendidikan, 
Pengajaran dan Kebudayaan


• Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman


Rencana Induk  Perfilman Indonesia

Revitalisasi Ekosistem  Perfilman Indonesia
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Undang-Undang

21

(dua puluh satu)

Peraturan Pemerintah

8

(delapan)

1

(satu)

Peraturan Presiden

8

(delapan)

Peraturan Menteri

38 Peraturan dan Perundang-Undangan  sebagai 
objek kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum 

Perfilman untuk  Rencana Induk Perfilman Nasional



Kekuatan

      Baru  


Perfilman

Nasional
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KPI  

MENINGKATNYA 
KESEJAHTERAAN 

MASYARAKAT

KEMENPAREKRAF

UU No. 24 Tahun 

2019

KEMDIKBUDRISTEK

UU No. 33 Tahun 

2009

KOMINFO

UU No. 32 Tahun 

2022

KEMENAKER

UU No. 11 Tahun 

2020

UNSUR 
PENDIDIKAN

UNSUR 
PROFESI

UNSUR 
USAHA

UNSUR 
KEGIATAN

BIDANG 
ORGANISASI & 

JARINGAN

BIDANG 
PSDM & 

STANKOM

BIDANG 
FESTIVAL & 
KEGIATAN

BIDANG 
KEBIJAKAN & 

ADVOKASI

BIDANG 
BISNIS & 

PEMBIAYAAN

BIDANG 
LITBANG

BIDANG 
HUBUNGAN 

LUARNEGRI & 
PROMOSI

KESEKRET
ARIATAN

KEMENKO

PEREKONOMIAN

KEMENKO

PMK

KEMENTERIAN

BUMN

KEMENTERIAN

PERINDUSTRIAN

KEMENTERIAN

DALAM NEGERI

KEMENTERIAN

LUAR NEGERI

KEMENTERIAN

KEUANGAN

KEMENTERIAN

KOPERASI & 

UMKM

KEMENTERIAN

INVESTASI

KEMENTERIAN

POLKUMHAM

SEKRETARIS 
NEGARA

KANTOR 
SEKRETARIAT 

PRESIDEN
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STANDING POSITION

SUMBER DANA?



Terima

Kasih


